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IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH No 1 TAHUN 2022 TENTANG 

RENCANA TATA RUANG WILAYAH DI KOTA MEDAN 

HUISZAM AMRU HARAHAP 

2203100063 

ABSTRAK 

 Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi Peraturan Daerah 

Nomor 1 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Medan 

periode 2022–2042, dengan fokus pada kebijakan penyediaan dan pengelolaan 

Ruang Terbuka Hijau (RTH). Latar belakang penelitian ini didasarkan pada belum 

optimalnya pelaksanaan RTRW, yang ditandai dengan rendahnya capaian RTH 

yang masih sekitar 16,06% dari target 30%, serta adanya berbagai permasalahan 

seperti alih fungsi lahan, tekanan urbanisasi, dan lemahnya koordinasi antarinstansi. 

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Data 

dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan informan dari instansi terkait, 

observasi lapangan, serta dokumentasi. Analisis data dilakukan menggunakan 

model interaktif melalui tahap reduksi data, penyajian data, dan penarikan 

kesimpulan. Kerangka analisis mengacu pada teori implementasi kebijakan George 

C. Edwards III yang mencakup empat variabel utama, yaitu komunikasi, sumber 

daya, disposisi, dan struktur birokrasi, serta menempatkan koordinasi sebagai faktor 

penting dalam keberhasilan implementasi kebijakan. Hasil penelitian menunjukkan 

bahwa implementasi RTRW di Kota Medan belum berjalan optimal. Dari aspek 

komunikasi, masih terdapat perbedaan pemahaman antarinstansi dan belum 

maksimalnya sosialisasi kepada masyarakat. Dari aspek sumber daya, keterbatasan 

anggaran, tenaga teknis, dan ketersediaan lahan menjadi kendala utama, khususnya 

dalam penyediaan RTH publik. Dari aspek disposisi, komitmen pelaksana 

kebijakan dinilai cukup baik, namun belum konsisten dalam praktik di lapangan. 

Sementara itu, dari aspek struktur birokrasi, koordinasi antarinstansi belum berjalan 

efektif sehingga menimbulkan tumpang tindih kebijakan dan kurang optimalnya 

pengawasan. Faktor yang paling dominan memengaruhi implementasi kebijakan 

adalah keterbatasan sumber daya dan lemahnya koordinasi antarinstansi. 

Kesimpulan penelitian ini menegaskan bahwa implementasi Perda RTRW Kota 

Medan masih menghadapi berbagai hambatan struktural dan teknis, sehingga 

diperlukan penguatan koordinasi lintas sektor, peningkatan kapasitas sumber daya, 

serta optimalisasi pengawasan dan partisipasi masyarakat guna mewujudkan 

penataan ruang kota yang berkelanjutan. 

Kata Kunci: Implementasi Kebijakan, RTRW, Ruang Terbuka Hijau, Koordinasi, 

Administrasi Publik. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1.Latar Belakang Masalah 

Pembangunan daerah tidak bisa terpisah dari perencanaan ruang yang 

terintegrasi, terpadu, dan berkelanjutan. Ruang adalah tempat hidup manusia yang 

meliputi daratan, laut, dan udara sebagai satu kesatuan wilayah, di mana manusia 

dan makhluk hidup lainnya melakukan kegiatan sosial, ekonomi, dan budaya. Oleh 

karena itu, pengelolaan ruang yang baik menjadi ukuran keberhasilan pemerintah 

daerah dalam mencapai pembangunan berkelanjutan (Simamora & Sarjono, 2022) 

Kota Medan, sebagai salah satu kota besar di Indonesia, menghadapi 

tantangan kompleks dalam mengatur dan mengelola tata ruang wilayahnya. 

Pertumbuhan penduduk yang cepat, urbanisasi tinggi, dan peningkatan kegiatan 

ekonomi memberikan tekanan besar pada ketersediaan ruang dan lingkungan hidup. 

Hal ini menyebabkan masalah seperti perubahan lahan pertanian menjadi 

permukiman, penurunan kualitas lingkungan, kemacetan lalu lintas, banjir karena 

perubahan fungsi lahan, serta berkurangnya Ruang Terbuka Hijau (RTH) (Purwoko 

& Lindarto, 2023). 

Untuk mengatasi tantangan tersebut, Pemerintah Kota Medan menetapkan 

Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah 

(RTRW) Kota Medan Tahun 2022–2042. Peraturan ini berfungsi sebagai panduan 

utama untuk mengontrol penggunaan ruang, memberikan izin pembangunan, serta 

mengatur pola dan struktur ruang di Kota Medan. Dengan peraturan ini, diharapkan 
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pembangunan kota menjadi lebih terarah, seimbang, dan peduli lingkungan 

(Pemerintah Kota Medan, 2022). 

Namun, implementasi peraturan ini belum sepenuhnya optimal, terutama 

dalam penyediaan RTH yang hanya mencapai 16,06% dari target 30% (20% publik 

dan 10% privat) hingga 2024. Fenomena ini menunjukkan kesenjangan antara 

kebijakan tertulis dan pelaksanaan di lapangan, yang ditandai oleh perubahan fungsi 

lahan, penurunan kualitas lingkungan, kemacetan lalu lintas, banjir, dan 

berkurangnya RTH akibat urbanisasi cepat, pertumbuhan penduduk, serta tekanan 

ekonomi di Kota Medan sebagai kota metropolitan strategis. (Dinas Perumahan 

Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Medan, 2024; Bappeda 

Kota Medan, 2023). 

Dari segi hukum, Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2022 merupakan 

penjelasan dari Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, 

dan telah disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 

Kerja yang mengubah mekanisme izin dan pengendalian penggunaan ruang. 

Dengan perubahan regulasi nasional ini, Pemerintah Daerah diharapkan dapat 

menyesuaikan kebijakan penataan ruang agar tetap relevan dan efektif menghadapi 

dinamika pembangunan kota (Pemerintah Kota Medan, 2022). 

Penerapan kebijakan tata ruang tidak hanya melibatkan aspek administratif, 

tetapi juga sosial, ekonomi, dan lingkungan. Penataan ruang yang baik harus 

memenuhi kebutuhan masyarakat tanpa merusak keberlanjutan lingkungan. Oleh 

karena itu, efektivitas penerapan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2022 tentang 
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RTRW Kota Medan perlu dievaluasi, terutama bagaimana kebijakan tersebut 

diterapkan oleh instansi daerah dan dipatuhi oleh masyarakat (KLHK, 2022). 

Dari sudut pandang ilmu administrasi publik, penerapan kebijakan adalah 

proses kompleks yang melibatkan berbagai pihak, seperti pemerintah, sektor 

swasta, dan masyarakat. Menurut teori penerapan kebijakan dari George C. 

Edwards III, keberhasilan penerapan dipengaruhi oleh empat variabel utama: 

komunikasi, sumber daya, sikap pelaksana, dan struktur birokrasi. Dalam konteks 

RTRW Kota Medan, keempat variabel ini penting untuk dianalisis, karena masing-

masing berkontribusi pada efektivitas pelaksanaan kebijakan di lapangan 

(Rachmadi, 2023). 

Sebagai contoh, dalam aspek komunikasi, sering terjadi tumpang tindih 

antara kebijakan RTRW dengan rencana pembangunan sektoral di instansi daerah, 

yang menunjukkan kurangnya koordinasi dan kesesuaian kebijakan antarinstansi. 

Dalam aspek sumber daya, penerapan RTRW memerlukan data spasial akurat, 

tenaga ahli di bidang perencanaan, serta anggaran yang cukup, tetapi kapasitas 

teknis dan anggaran Pemerintah Daerah masih terbatas. Dari aspek sikap pelaksana, 

komitmen pejabat publik sering tidak konsisten karena kepentingan politik dan 

ekonomi jangka pendek. Struktur birokrasi yang hierarkis dan kurang fleksibel juga 

dapat menghambat penerapan kebijakan tata ruang. Akibatnya, kebijakan yang baik 

di tingkat peraturan tidak selalu menghasilkan perubahan nyata di lapangan (Dinas 

Perumahan Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Medan, 

2024). 
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Gambar 1.1 Data Terkait RTH Kota Medan 2023 

Kategori RTH Luas(Ha) Persentase dari 

Total Luas kota 

RTH Publik 

(Taman,Lapangan, 

Media jalan) 

1.247 Ha 4,70% 

RTH Privat ( 

Pekarangan,Kebun,dll) 

2.156 Ha 8,13% 

RTH Semi-Publik  

(Makam,Kampus,Rumah 

Ibadah 

856 Ha 3,23% 

Total RTH 4.259 Ha 16,06% 

Sumber dari Laporan Kinerja DLH Kota Medan 2023 

Realisasi 2023 : Hanya 16,06% → Defisit 13,94% dari target.  

Peningkatan dari 2022: +0,45% (dari 15,61 Ha). 

 

Kondisi ini membuat penelitian tentang penerapan Peraturan Daerah Nomor 

1 Tahun 2022 tentang RTRW di Kota Medan menjadi penting dan relevan. Melalui 

penelitian ini, diharapkan dapat diketahui sejauh mana kebijakan RTRW telah 

diterapkan oleh Pemerintah Daerah, hambatan yang dihadapi, serta upaya yang 

telah dan dapat dilakukan untuk meningkatkan efektivitasnya (Bappeda Kota 

Medan, 2023). 

Selain itu, penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi praktis bagi 

Pemerintah Kota Medan dalam mengoptimalkan pengelolaan ruang kota, serta 

menyediakan masukan strategis bagi pembuat kebijakan untuk merancang 

pembangunan wilayah yang lebih berkelanjutan. Secara akademis, penelitian ini 

dapat memperkaya literatur ilmu administrasi publik, khususnya studi 

implementasi kebijakan daerah di ranah tata ruang dan pembangunan berkelanjutan 

(Hidayatulloh et al., 2025).  
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Melihat berbagai masalah tersebut, fokus penelitian ini diarahkan pada 

analisis penerapan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2022 tentang RTRW di Kota 

Medan, dengan memperhatikan faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan 

penerapan kebijakan, kendala yang dihadapi, serta dampak kebijakan terhadap tata 

ruang dan kualitas lingkungan di Kota Medan. 

Dengan demikian, latar belakang ini menegaskan bahwa penerapan Perda 

RTRW bukan sekadar masalah administratif, tetapi juga berkaitan dengan 

komitmen pemerintah daerah dalam mewujudkan kota yang tertata, berdaya saing, 

dan berkelanjutan sesuai visi pembangunan Kota Medan sebagai kota metropolitan 

yang maju, peduli lingkungan, dan adil secara sosial. 

Berdasarkan fenomena yang terjadi dan peraturan yang diberlakukan, 

penulis tertarik untuk membuat penelitian dengan judul “Implementasi Peraturan 

Daerah No 1 Tahun 2022 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Di Kota Medan”.  

1.2.Pembatasan Masalah 

Penelitian ini dibatasi pada pemeriksaan penerapan Peraturan Daerah 

Nomor 1 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Medan 

untuk periode 2022–2042. Fokus utamanya adalah pada aspek-aspek penting 

seperti pengawasan penggunaan ruang, proses pemberian izin pembangunan, dan 

penyediaan Ruang Terbuka Hijau (RTH). Pemeriksaan ini tidak mencakup semua 

elemen RTRW secara keseluruhan, melainkan hanya pada tolak ukur keberhasilan 

penerapan yang dapat diukur, seperti pencapaian RTH publik dan koordinasi 

antarlembaga pemerintah. Dengan pembatasan ini, penelitian tetap spesifik dan 

efesien. 
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1.3.Rumusan Masalah 

Bagaimana implementasi Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2022 tentang 

Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) di Kota Medan ?  

1.4.Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis proses implementasi Peraturan 

Daerah Nomor 1 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota 

Medan, khususnya pada kebijakan Ruang Terbuka Hijau (RTH). 

1.5.Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat penelitian adalah : 

a. Manfaat Teoritis: 

Manfaat teoritits hsail penelitian ini diharahapkan berkontribusi terhadap 

pengembangan ilmu administrasi publik, khususnya dalam bidang 

penerapan kebijakan daerah terkait tata ruang dan pembangunan 

berkelanjutan. Dengan menganalisis implementasi Peraturan Daerah 

Nomor 1 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah di Kota Medan. 

b. Manfaat Praktis: 

Memberikan manfaat langsung bagi Pemerintah Kota Medan dalam 

memperbaiki efektivitas pengelolaan tata ruang, terutama penyediaan ruang 

terbuka hijau (RTH) yang saat ini hanya mencapai 16,06% dari target 20% 

untuk RTH publik dan dapat menjadi masukan bagi pembuat kebijakan 

untuk menyusun strategi yang lebih efektif. 

1.6.Sistematika Penulisan 
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Sistematika penulisan dalam penelitian ini akan menjadi pedoman penulisan 

peneliti selama penelitian ini di lakukan. Adapun siatematika penelitian ini yaitu:  

BAB I Pendahuluan : Bab ini berisi uraian mengenai latar belakang 

masalah yang menjelaskan pentingnya penelitian terkait implementasi Peraturan 

Daerah Nomor 1 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota 

Medan. Selain itu, bab ini juga memuat pembatasan masalah, rumusan masalah, 

tujuan penelitian, manfaat penelitian baik secara teoritis maupun praktis, serta 

sistematika penulisan skripsi secara keseluruhan. 

BAB II Uraian Teoritis : Bab ini menguraikan landasan teori yang 

digunakan dalam penelitian, meliputi konsep implementasi kebijakan, teori 

koordinasi dalam administrasi publik, serta hubungan antara koordinasi dan 

implementasi kebijakan. Selain itu, dibahas pula berbagai model implementasi 

kebijakan seperti model George C. Edwards III, Van Meter dan Van Horn, serta 

Mazmanian dan Sabatier. Pada bagian akhir, disajikan kerangka konseptual yang 

menjadi dasar analisis penelitian. 

BAB III Metode Penelitian : Bab ini menjelaskan metode yang digunakan 

dalam penelitian, meliputi jenis dan pendekatan penelitian yaitu kualitatif 

deskriptif. Selain itu, dijelaskan pula kerangka konsep, definisi konsep, kategorisasi 

variabel, informan penelitian, teknik pengumpulan data (observasi, wawancara, dan 

dokumentasi), teknik analisis data (reduksi data, penyajian data, dan penarikan 

kesimpulan), serta lokasi dan waktu penelitian. 

BAB IV Hasil Penelitian dan Pembahasan : Bab ini menyajikan hasil 

penelitian yang diperoleh dari lapangan, meliputi proses implementasi RTRW Kota 
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Medan, peran instansi terkait, implementasi kebijakan Ruang Terbuka Hijau 

(RTH), kendala yang dihadapi, serta sistem pengawasan dan sanksi. Selanjutnya, 

dilakukan pembahasan dengan menganalisis hasil penelitian berdasarkan teori 

implementasi kebijakan Edwards G.C III  yang mencakup aspek komunikasi, 

sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi, serta analisis faktor dominan yang 

mempengaruhi implementasi kebijakan. 

BAB V Penutup : Bab ini berisi kesimpulan yang merupakan hasil akhir 

dari penelitian berdasarkan analisis yang telah dilakukan. Selain itu, disajikan pula 

saran-saran yang ditujukan kepada pihak terkait sebagai bahan pertimbangan dalam 

meningkatkan efektivitas implementasi kebijakan RTRW di Kota Medan. 
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BAB II 

URAIAN TEORITIS 

2.1 Implementasi Kebijakan 

Implementasi kebijakan merupakan langkah krusial dalam proses kebijakan 

publik, di mana keputusan atau aturan yang telah ditentukan oleh para pembuat 

kebijakan dijalankan oleh para pelaksana di tingkat lapangan. Menurut 

Hidayatulloh et al. (2025), implementasi kebijakan merujuk pada serangkaian 

kegiatan administratif yang dilakukan setelah kebijakan disetujui, dengan tujuan 

menghasilkan efek nyata yang selaras dengan sasaran kebijakan. Proses ini tidak 

hanya melibatkan aspek teknis pelaksanaan, tetapi juga mencakup elemen 

komunikasi, koordinasi, dan sikap dari para pelaksana kebijakan (Siregar, 2023). 

Menurut Hidayatulloh et al. (2025), implementasi kebijakan didefinisikan 

sebagai serangkaian tindakan yang dilakukan oleh individu, pejabat, atau kelompok 

dari sektor pemerintah maupun swasta guna mencapai sasaran yang telah ditetapkan 

dalam keputusan kebijakan sebelumnya .Mereka menyoroti bahwa efektivitas 

implementasi sangat bergantung pada seberapa baik kebijakan tersebut dapat 

dijelaskan dan diterapkan secara konsisten pada level praktis. Dalam bidang 

administrasi publik, implementasi merupakan tahap krusial dalam siklus kebijakan 

yang sangat memengaruhi keberhasilan suatu program pemerintah. Kebijakan yang 

dirancang dengan baik secara teoritis tidak akan memberikan dampak positif jika 

tidak dilaksanakan dengan benar. Oleh karena itu, tingkat keefektifan implementasi 

menjadi tolok ukur utama keberhasilan suatu kebijakan publik, termasuk kebijakan 
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di bidang penataan ruang seperti Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2022 tentang 

Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Medan. 

Menurut Agustino (2008) dalam konteks Indonesia, implementasi kebijakan 

didefinisikan sebagai rangkaian langkah-langkah yang dilakukan oleh individu atau 

kelompok, baik dari pemerintah maupun swasta, untuk mencapai tujuan yang telah 

ditetapkan dalam keputusan kebijakan. Ia menekankan bahwa proses ini sangat 

dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti komunikasi, ketersediaan sumber daya, sikap 

pelaksana, dan struktur birokrasi. 

2.2  Teori Koordinasi Dalam Administrasi Publik 

Koordinasi adalah salah satu fungsi manajemen yang sangat penting dalam 

pengelolaan pemerintahan dan pelaksanaan kebijakan publik. Menurut Terry 

(2009), koordinasi merupakan usaha untuk menggabungkan kegiatan dari berbagai 

unit kerja agar tujuan organisasi dapat dicapai dengan efektif dan efisien. 

Koordinasi berperan sebagai mekanisme untuk menyatukan langkah-langkah dari 

berbagai pihak yang terlibat, sehingga dapat menghindari tumpang tindih, 

bentrokan kepentingan, atau pemborosan sumber daya. 

Menurut Hasibuan (2014), koordinasi didefinisikan sebagai upaya untuk 

mengarahkan, menyatukan, dan menyelaraskan berbagai aktivitas agar pelaksanaan 

tugas dapat menghasilkan pencapaian yang optimal. Di sisi lain, Siagian (2012) 

menekankan bahwa koordinasi merupakan proses untuk mengatur hubungan kerja 

di antara unit-unit organisasi yang saling tergantung satu sama lain guna mencapai 

tujuan bersama. 
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Dalam bidang Administrasi Publik, koordinasi tidak hanya terjadi secara 

vertikal, yaitu antara atasan dan bawahan, tetapi juga secara horizontal, seperti di 

antara instansi, wilayah, dan tingkat pemerintahan yang berbeda. Keberhasilan 

sebuah kebijakan publik sangat bergantung pada seberapa baik koordinasi antar 

pelaksana kebijakan tersebut. Jika koordinasi tidak berjalan dengan baik, kebijakan 

yang rumit seperti Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) akan sulit 

diimplementasikan secara efektif. 

2.3  Hubungan Antara Fungsi koordinasi dan Implementasi Kebijakan 

Hubungan antara fungsi koordinasi dan implementasi kebijakan sangat erat 

karena koordinasi merupakan prasyarat penting bagi efektivitas implementasi. 

Koordinasi berfungsi sebagai penghubung antarinstansi, antarbidang, serta 

antaraktor yang terlibat dalam pelaksanaan kebijakan. Menurut Gulick dan Urwick 

(1937) dalam teori POSDCORB (Planning, Organizing, Staffing, Directing, 

Coordinating, Reporting, Budgeting), koordinasi merupakan elemen penting yang 

menghubungkan seluruh fungsi manajemen lainnya.(Syarien & Samarah, 2023) 

Dalam implementasi kebijakan publik, koordinasi berperan untuk 

menyamakan persepsi antar pelaksana, menghindari duplikasi program, serta 

memastikan bahwa setiap unit pelaksana bekerja sesuai dengan peran dan tanggung 

jawabnya. Edward III menekankan bahwa salah satu hambatan terbesar dalam 

implementasi kebijakan adalah lemahnya komunikasi dan koordinasi antar aktor. 

Kurangnya koordinasi menyebabkan ketidaksinkronan antara perencanaan dan 

pelaksanaan, yang akhirnya menimbulkan kegagalan implementasi.  
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Dalam kasus implementasi Perda No 1 Tahun 2022 tentang RTRW Kota 

Medan, koordinasi antarinstansi seperti Dinas Perumahan Kawasan Permukiman, 

Cipta Karya dan Tata Ruang (DPKPCKTR), Bappeda, serta Dinas Lingkungan 

Hidup sangat menentukan keberhasilan penerapan kebijakan tata ruang. 

Ketidakharmonisan antarinstansi dalam mengelola data spasial, perizinan, dan 

pengawasan pembangunan dapat menimbulkan tumpang tindih penggunaan lahan 

dan pelanggaran terhadap zonasi yang telah ditetapkan. 

2.4  Model Implementasi Kebijakan 

Terdapat beberapa model teoritis yang menjelaskan proses implementasi 

kebijakan dan kaitannya dengan fungsi koordinasi. 

2.4.1  Model Edwards III 

Edwards III mengemukakan empat variabel utama yang mempengaruhi 

keberhasilan implementasi kebijakan, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, 

dan struktur birokrasi. Dalam konteks ini, koordinasi merupakan bagian dari 

variabel komunikasi dan struktur birokrasi. Komunikasi yang baik membutuhkan 

koordinasi antarunit agar kebijakan dapat dipahami secara seragam. Struktur 

birokrasi yang jelas juga menuntut adanya mekanisme koordinasi vertikal dan 

horizontal untuk menghindari tumpang tindih tugas. 

2.4.2  Model Van Meter dan Van Horn 

Model ini menjelaskan bahwa implementasi kebijakan dipengaruhi oleh 

enam variabel: standar dan sasaran kebijakan, sumber daya, komunikasi 

antarorganisasi, karakteristik lembaga pelaksana, kondisi sosial-ekonomi, serta 
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disposisi pelaksana. Variabel komunikasi antarorganisasi menegaskan pentingnya 

koordinasi dalam memastikan kebijakan berjalan sesuai tujuan. 

2.4.3  Model Mazmanian dan Sabatier 

Mazmanian dan Sabatier menekankan pentingnya faktor legal, struktural, 

dan kondisi eksternal dalam implementasi kebijakan. Mereka berpendapat bahwa 

koordinasi menjadi elemen penghubung antara faktor struktural (kelembagaan) 

dengan faktor eksternal (lingkungan politik, sosial, dan ekonomi). Dalam konteks 

penataan ruang, koordinasi diperlukan untuk menyatukan visi antara pemerintah, 

masyarakat, dan sektor swasta. 

2.5  Teori Koordinasi Terhadap Implementasi Perda RTRW Kota Medan 

Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2022 mengenai Rencana 

Tata Ruang Wilayah Kota Medan memerlukan integrasi antarinstansi. Menurut 

teori Edwards III dan Van Meter & Van Horn, koordinasi berfungsi sebagai cara 

untuk meningkatkan komunikasi kebijakan, menyelaraskan implementasi 

antarinstansi, serta memaksimalkan penggunaan sumber daya. 

Peran koordinasi di Pemerintah Kota Medan sangat krusial untuk mencegah 

adanya tumpang tindih dalam penerapan kebijakan tata ruang. Sebagai contoh, 

kerja sama antara Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Medan dengan 

Dinas Lingkungan Hidup perlu dilakukan secara harmonis dalam pengawasan 

pembangunan, sehingga dapat mencegah perubahan fungsi lahan yang tidak sah. 

Selain itu, koordinasi dengan Dinas Pertamanan juga penting untuk mencapai 

sasaran Ruang Terbuka Hijau publik sebesar 10% sesuai dengan ketentuan 

Peraturan Daerah. Namun, dalam pelaksanaannya, peran koordinasi sering kali 
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belum berjalan maksimal. Hal ini disebabkan oleh kecenderungan ego sektoral di 

antara instansi, mekanisme pemantauan dan evaluasi lintas sektor yang lemah, serta 

kurangnya wadah koordinasi yang efektif. Akibatnya, pencapaian sasaran tata 

ruang menjadi lambat, termasuk realisasi Ruang Terbuka Hijau yang masih rendah. 

Untuk mengatasi masalah ini, diperlukan pembentukan mekanisme 

koordinasi yang lebih terorganisir, seperti pendirian tim lintas sektor untuk 

penataan ruang, pengintegrasian data spasial antarinstansi melalui sistem informasi 

geografis yang terpadu, serta peningkatan kemampuan sumber daya manusia di 

bidang tata ruang. Di samping itu, perlu diperkuat kerja sama antara pemerintah 

daerah dengan masyarakat dan pihak swasta agar penerapan kebijakan Rencana 

Tata Ruang Wilayah lebih melibatkan partisipasi dan berkelanjutan. 

Oleh karena itu, penelitian ini menempatkan fungsi koordinasi sebagai 

variabel penting dalam menjelaskan keberhasilan atau kegagalan implementasi 

Perda RTRW Kota Medan. Dengan menganalisis hubungan antara koordinasi dan 

implementasi, diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi teoritis dalam 

pengembangan ilmu administrasi publik, serta memberikan rekomendasi praktis 

bagi peningkatan tata kelola kebijakan penataan ruang di tingkat daerah.
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 3.1 Jenis Penelitian 

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan 

deskriptif. Menurut (.Moleong J.L, 2019), penelitian kualitatif bertujuan untuk 

memahami makna suatu fenomena dalam konteks kehidupan nyata yang dialami 

oleh subjek penelitian. Metode deskriptif digunakan untuk menggambarkan secara 

sistematis, faktual, dan akurat mengenai implementasi Pasal 6 Peraturan Daerah 

Nomor 1 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Medan dalam 

penyediaan dan pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) publik dan privat, 

berdasarkan data yang diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. 

Penelitian deskriptif kualitatif merupakan jenis penelitian yang bertujuan 

memberikan gambaran yang mendalam, menyeluruh, dan bersifat naratif mengenai 

suatu fenomena atau situasi tanpa melakukan manipulasi variabel maupun 

percobaan. Berbeda dengan penelitian kuantitatif yang berfokus pada angka dan 

analisis statistik, penelitian kualitatif deskriptif memanfaatkan teknik seperti 

wawancara mendalam, observasi, analisis dokumen, serta pencatatan lapangan 

untuk menjelaskan apa yang terjadi dan bagaimana suatu peristiwa berlangsung 

dalam konteks aslinya. Dalam penelitian mengenai implementasi Pasal 6 Peraturan 

Daerah Nomor 1 Tahun 2022 tentang Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Kota Medan, 

pendekatan ini sangat relevan karena memungkinkan peneliti menggambarkan 

proses pelaksanaan kebijakan secara rinci, termasuk mengidentifikasi hambatan 
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sosial, persepsi para pemangku kepentingan, serta dampak yang dirasakan di 

tingkat lokal.(Munandar & Saefulloh, 2024). 

3.2  Kerangka Konsep 

Gambar 3.2 Kerangka Konsep 
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3.3  Defenisi Konsep 

Penelitian ini mengkaji implementasi Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 

1 Tahun 2022 tentang RTRW, khususnya dalam penyediaan dan pengelolaan 

Ruang Terbuka Hijau (RTH). Analisis dilakukan menggunakan teori implementasi 

kebijakan George C. Edwards III yang menekankan empat faktor utama, yaitu 

komunikasi, sumber daya, disposisi pelaksana, dan struktur birokrasi. 

Keempat faktor tersebut menentukan efektivitas pelaksanaan kebijakan, 

terutama dalam mencapai target RTH. Implementasi kebijakan dipengaruhi oleh 

faktor pendukung seperti komitmen pemerintah dan koordinasi antarinstansi, serta 

faktor penghambat seperti keterbatasan lahan, anggaran, dan lemahnya koordinasi. 

Hasil implementasi diharapkan mampu meningkatkan kualitas lingkungan, 

mencapai proporsi RTH sesuai ketentuan, serta mewujudkan tata ruang kota yang 

berkelanjutan. 

3.4  Kategorisasi 

Kategorisasi merupakan tahapan pengelompokan variabel penelitian ke 

dalam beberapa kategori tertentu yang bertujuan untuk mempermudah proses 

pengukuran serta analisis hubungan antara subjek dan objek penelitian. Dalam 

penelitian mengenai Implementasi Peraturan Daerah No. 1 Tahun 2022 tentang 

Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Medan, kategorisasi variabel 

implementasi kebijakan didasarkan pada teori George C. Edward III, yang 

mencakup empat aspek utama, yaitu:  
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1. Faktor Komunikasi Kejelasan informasi Perda RTRW, sosialisasi 

kepada instansi dan masyarakat, serta pemahaman pelaksana terhadap 

penataan ruang dan penyediaan RTH. 

2. Faktor Sumber Daya Ketersediaan SDM kompeten, dukungan 

anggaran, sarana/prasaran, dan perangkat kebijakan. 

3. Faktor Disposisi Komitmen, sikap, dan tanggung jawab pemerintah, 

instansi terkait, dan pengembang dalam merealisasikan ketentuan tata 

ruang dan target RTH. 

4. Faktor Struktur Birokrasi Koordinasi antarlembaga, pembagian tugas 

dan kewenangan, serta prosedur administrasi. 

Selain itu, penelitian ini juga mengkaji pelaksanaan kebijakan RTRW 

secara langsung di lapangan, terutama terkait pengaturan tata ruang kota dan 

penyediaan RTH, dengan melibatkan peran pemerintah, masyarakat, dan pihak 

swasta. Analisis terhadap faktor pendukung dan penghambat implementasi 

dilakukan untuk menilai tingkat efektivitas kebijakan dalam mewujudkan penataan 

ruang yang berkelanjutan di Kota Medan. 

3.5  Informan atau Narasumber 

Informan dalam penelitian ini ditentukan melalui teknik purposive 

sampling, yaitu metode pemilihan informan berdasarkan kriteria dan pertimbangan 

tertentu yang sesuai dengan kebutuhan penelitian. Menurut Sugiyono dalam Hartati 

(2020), purposive sampling banyak digunakan dalam penelitian kualitatif karena 

peneliti secara sengaja memilih individu yang dinilai paling memahami, terlibat 

langsung, serta memiliki pengalaman terhadap permasalahan yang diteliti. 
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 Dalam penelitian tentang Implementasi Peraturan Daerah No 1 Tahun 2022 

mengenai Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Medan, informan dipilih 

dari pihak yang memiliki perang penting dalam proses perencanaan, pelaksanaan, 

dan pengawasan kebijakan tata ruang, khususnya terkait penyediaan dan 

pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH), yaitu :  

No Nama Umur Jenis 

Kelamin 

Instansi Jabatan 

1. Tri Silia Pohan 

St.,Mt 

46 Tahun Wanita DPKPCKTR 

Kota Medan 

Ketua Tim 

Perencana

an Tata 

Ruang 

 

3.6  Teknik Pengumpulan Data 

3.6.1  Observasi 

Observasi dilakukan secara langsung di lokasi penelitian, yaitu pada 

kawasan-kawasan di Kota Medan yang berkaitan dengan penyediaan dan 

pengelolaan RTH. Tujuan observasi ini adalah untuk memperoleh gambaran nyata 

mengenai pelaksanaan kebijakan RTRW di lapangan, termasuk kondisi fisik RTH, 

pemanfaatan ruang kota, serta peran masyarakat dan pihak swasta dalam 

penyediaan ruang terbuka hijau. 

Mengacu pada pandangan Moleong dalam Herman D. dkk (2018), observasi 

merupakan teknik pengumpulan data melalui pengamatan langsung terhadap 

aktivitas manusia dalam konteks sebenarnya. Dalam penelitian ini, peneliti 

menggunakan observasi non-partisipatif, yaitu peneliti tidak terlibat dalam kegiatan 

pengelolaan RTH, tetapi hanya mengamati proses yang berlangsung di lapangan. 

3.6.2  Wawancara  
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Wawancara mendalam dilakukan secara langsung kepada para informan 

yang dipilih melalui teknik purposive sampling, seperti pejabat Dinas Tata Ruang, 

Dinas Lingkungan Hidup, aparat kecamatan atau kelurahan, pengembang 

(developer), serta tokoh masyarakat. Kegiatan wawancara ini bertujuan untuk 

memperoleh informasi mengenai pemahaman, pengalaman, dan pandangan para 

informan terhadap pelaksanaan kebijakan penyediaan dan pengelolaan Ruang 

Terbuka Hijau (RTH) di Kota Medan. 

Jenis wawancara yang digunakan adalah semi-terstruktur, di mana peneliti 

telah menyiapkan pedoman pertanyaan, namun tetap memberikan keleluasaan 

kepada informan untuk menyampaikan penjelasan secara lebih luas sesuai dengan 

kondisi yang mereka alami. Melalui teknik ini, peneliti dapat menggali data secara 

mendalam mengenai proses komunikasi kebijakan, ketersediaan sumber daya, 

sikap pelaksana, serta berbagai hambatan dan faktor pendukung dalam 

implementasi RTRW, khususnya terkait dengan pemenuhan RTH. 

3.6.3  Dokumentasi 

Teknik dokumentasi digunakan untuk melengkapi data hasil wawancara dan 

observasi. Dokumen yang dikumpulkan meliputi: 

a. Peraturan Daerah Kota Medan No. 1 Tahun 2022 tentang RTRW 

b. dokumen perencanaan tata ruang 

c. laporan pengelolaan dan pemantauan RTH 

d. data statistik luas dan persebaran RTH 

e. serta dokumentasi foto kondisi RTH di lokasi penelitian 
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Dokumentasi tersebut berfungsi sebagai bukti pendukung serta sebagai 

sarana verifikasi untuk memastikan keakuratan dan konsistensi data yang diperoleh 

dari wawancara dan observasi. Dengan demikian, hasil penelitian diharapkan 

memiliki tingkat validitas yang tinggi dan dapat dipertanggungjawabkan secara 

ilmiah. 

3.7  Teknik Analisis Data 

Analisis data merupakan tahapan untuk menyusun berbagai informasi yang 

diperoleh melalui wawancara, observasi, dokumentasi, serta sumber lain yang 

relevan secara sistematis, sehingga data tersebut dapat dipahami, ditafsirkan, dan 

disampaikan kepada publik (Sugiyono dalam Hartati, 2020). Dalam penelitian ini, 

analisis data dilakukan melalui tiga tahap, yaitu: 

3.7.1  Reduksi Data 

Reduksi data adalah proses memilih, memusatkan perhatian, 

menyederhanakan, serta mengubah data mentah yang diperoleh dari lapangan. Pada 

tahap ini, peneliti menyeleksi data hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi 

yang berkaitan dengan Implementasi Peraturan Daerah No. 1 Tahun 2022 tentang 

Rencana Tata Ruang Wilayah di Kota Medan, khususnya mengenai penyediaan dan 

pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH). 

Data yang tidak relevan dengan fokus penelitian akan dieliminasi, 

sedangkan data yang penting akan dikelompokkan sesuai dengan kategori teori 

implementasi Edward III, yaitu: 

a. Komunikasi  

b. Sumber daya 
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c. Disposisi pelaksanaan 

d. Struktur birokrasi 

Melalui proses ini, data yang terkumpul menjadi lebih terarah sehingga 

memudahkan peneliti dalam melakukan analisis lanjutan mengenai implementasi 

kebijakan RTRW di Kota Medan. 

3.7.2  Penyajian Data 

Tahap berikutnya adalah penyajian data dalam bentuk yang sistematis dan 

terstruktur. Penyajian dilakukan melalui uraian naratif, kutipan wawancara, serta 

tabel atau matriks yang merangkum temuan lapangan terkait pelaksanaan Peraturan 

Daerah No. 1 Tahun 2022. 

Penyajian data diarahkan untuk menunjukkan hubungan antara faktor-

faktor implementasi kebijakan dengan pencapaian target penataan ruang, 

khususnya pemenuhan RTH sesuai ketentuan RTRW Kota Medan. Dengan 

tampilan data yang terorganisasi, peneliti dapat mengidentifikasi pola, 

kecenderungan, dan dinamika yang muncul dalam pelaksanaan kebijakan. 

Menurut Miles dan Huberman (2024), penyajian data yang baik membantu 

peneliti memperoleh gambaran yang utuh mengenai hubungan antar variabel dan 

mempermudah proses penafsiran terhadap fenomena yang diteliti. 

3.7.3  Penarikan Kesimpulan 

Tahap terakhir adalah penarikan kesimpulan berdasarkan data yang telah 

direduksi dan disajikan. Kesimpulan pada awalnya bersifat sementara, namun akan 

diperkuat melalui proses verifikasi berulang dengan membandingkan berbagai 

sumber dan teknik pengumpulan data. 
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Dalam penelitian ini, kesimpulan diarahkan untuk menjawab bagaimana 

implementasi Peraturan Daerah No. 1 Tahun 2022 tentang RTRW Kota Medan 

dilaksanakan faktor-faktor apa saja yang memengaruhi keberhasilan maupun 

kendalanya, serta bagaimana dampak implementasi RTRW terhadap penataan 

ruang dan penyediaan RTH di Kota Medan. 

3.8  Lokasi dan Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan dalam jangka waktu kurang lebih empat bulan, 

dimulai dari bulan Januari hingga April 2026, yang meliputi tahap persiapan 

instrumen penelitian, pengumpulan data di lapangan, hingga proses analisis data. 

Selama periode tersebut, peneliti melakukan observasi, wawancara, serta 

penelusuran dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan kebijakan penataan 

ruang di Kota Medan. 

Adapun lokasi penelitian berada di Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, 

yang merupakan salah satu kota metropolitan terbesar di Indonesia dengan tingkat 

pertumbuhan penduduk dan pembangunan yang cukup pesat. Kota ini memiliki 

kompleksitas permasalahan tata ruang yang tinggi, sehingga menjadi lokasi yang 

relevan untuk mengkaji implementasi kebijakan Rencana Tata Ruang Wilayah 

(RTRW), khususnya dalam pengaturan pemanfaatan ruang dan penyediaan ruang 

terbuka hijau. 

3.8.1. Deskripsi Ringkas Dinas DPKPCKTR 

 Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang 

Kota Medan merupakan salah satu Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di 

lingkungan Pemerintah Kota Medan yang memiliki peran strategis dalam 
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penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang perumahan, kawasan 

permukiman, pekerjaan cipta karya, serta penataan ruang. 

Dinas ini dibentuk sebagai bagian dari upaya pemerintah daerah dalam 

mewujudkan pembangunan kota yang terencana, tertata, dan berkelanjutan. Secara 

umum, DPKPCKTR memiliki tugas pokok membantu kepala daerah dalam 

merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis di bidang perumahan dan kawasan 

permukiman, pembangunan infrastruktur dasar (cipta karya), serta pengendalian 

pemanfaatan ruang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

Dalam konteks penataan ruang, DPKPCKTR berperan sebagai instansi 

teknis yang memiliki kewenangan utama dalam implementasi kebijakan Rencana 

Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Medan. Peran tersebut meliputi proses 

perencanaan tata ruang, pengendalian pemanfaatan ruang melalui mekanisme 

perizinan seperti Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), serta pengawasan terhadap 

pelaksanaan pembangunan agar sesuai dengan zonasi yang telah ditetapkan. 

Selain itu, dinas ini juga bertanggung jawab dalam penyediaan dan 

pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH), khususnya dalam memastikan 

pemenuhan RTH privat oleh pihak pengembang serta mendukung pemerintah 

daerah dalam penyediaan RTH publik. Dalam pelaksanaannya, DPKPCKTR tidak 

bekerja secara mandiri, melainkan berkoordinasi dengan berbagai instansi lain 

seperti Bappeda dan Dinas Lingkungan Hidup, mengingat kebijakan tata ruang 

bersifat lintas sektor. 

3.8.2. Visi Misi Dinas DPKPCKTR 

VISI 
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Mewujudkan Masyarakat Medan Yang Bertuah Berbudaya Warganya Tertata 

Kotanya 

MISI 

Menjadikan Medan Yang Berbudaya 

Menjadikan Medan Yang Energik 

Menjadikan Medan Yang Ramah 

Menjadikan Medan Yang Tertib 

Menjadikan Medan Yang Unggul 

Menjadikan Medan Yang Aman 

Menjadikan Medan Yang Humanis 

Gambar 3.8 Bagan Struktur Organisasi DPKPCKTR Kota Medan 
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3.9  Deskripsi Ringkas Objek Penelitian 

 Penelitian ini berfokus pada analisis pelaksanaan kebijakan Rencana Tata 

Ruang Wilayah (RTRW) oleh pemerintah daerah melalui instansi terkait, 

khususnya dalam pengendalian pemanfaatan ruang dan pencapaian target Ruang 

Terbuka Hijau (RTH). Kajian ini mencakup proses implementasi di lapangan 

dengan meninjau aspek komunikasi, sumber daya, disposisi pelaksana, serta 

struktur birokrasi sebagai faktor yang memengaruhi keberhasilan kebijakan. 

Selain itu, penelitian ini juga mengkaji kondisi aktual tata ruang Kota 

Medan yang masih menghadapi berbagai permasalahan, seperti rendahnya capaian 

RTH, alih fungsi lahan, dan tekanan urbanisasi. Oleh karena itu, penelitian tidak 

hanya menitikberatkan pada aspek normatif kebijakan, tetapi juga pada realitas 

pelaksanaan serta faktor penghambat dan pendukung yang memengaruhi efektivitas 

implementasi RTRW dalam mendukung pembangunan berkelanjutan. 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

4.1 Hasil Penelitian   

Penelitian ini dilakukan pada tanggal 02 April 2026 di Kantor Dinas 

Perumahan, Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang (DPKPCKTR) 

Kota Medan. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara mendalam pelaksanaan 

Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah 

(RTRW) Kota Medan, dengan fokus utama pada aspek penyediaan dan pengelolaan 

Ruang Terbuka Hijau (RTH) sebagai bagian penting dalam penataan ruang 

perkotaan yang berkelanjutan. 

Kajian ini dilakukan untuk memahami sejauh mana kebijakan tersebut telah 

diimplementasikan di lapangan, serta mengidentifikasi berbagai faktor yang 

memengaruhi keberhasilan maupun hambatan dalam pelaksanaannya. Data primer 

diperoleh melalui wawancara mendalam dengan informan kunci, yaitu Ibu Tri Silia 

Pohan, S.T., M.T., selaku Ketua Tim Perencanaan Tata Ruang DPKPCKTR Kota 

Medan, pada tanggal 2 April 2026. Selain wawancara, penelitian ini juga didukung 

oleh teknik observasi lapangan dan studi dokumentasi. 

Ruang Terbuka Hijau (RTH) memiliki peran strategis dalam menjaga 

keseimbangan lingkungan perkotaan, meningkatkan kualitas udara, serta 

menyediakan ruang publik yang mendukung aktivitas sosial masyarakat. Oleh 

karena itu, keberadaan dan pengelolaan RTH menjadi salah satu indikator penting 

dalam menilai efektivitas implementasi kebijakan tata ruang. Dalam konteks Kota 

Medan, yang merupakan salah satu kota metropolitan dengan tingkat pertumbuhan 
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penduduk dan pembangunan yang tinggi, kebutuhan terhadap RTH semakin 

mendesak. Namun, realisasi penyediaan RTH masih belum mencapai target yang 

telah ditetapkan dalam peraturan daerah, sehingga menjadi fokus penting dalam 

penelitian ini. 

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif, 

yang bertujuan untuk memberikan gambaran secara komprehensif mengenai 

kondisi nyata di lapangan terkait implementasi RTRW. Pendekatan ini dipilih 

karena mampu menggali informasi secara mendalam mengenai proses, dinamika, 

serta interaksi antaraktor yang terlibat dalam pelaksanaan kebijakan. Dengan 

demikian, penelitian tidak hanya berfokus pada hasil akhir, tetapi juga pada proses 

implementasi yang berlangsung. 

Data penelitian diperoleh melalui wawancara mendalam (in-depth 

interview) dengan informan yang memiliki peran strategis dalam pelaksanaan 

kebijakan tata ruang, khususnya dari Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, 

Cipta Karya, dan Tata Ruang (DPKPCKTR) Kota Medan. Instansi ini dipilih karena 

memiliki kewenangan utama dalam pengendalian pemanfaatan ruang, termasuk 

dalam proses perizinan pembangunan serta pengawasan terhadap pelaksanaan tata 

ruang di wilayah Kota Medan. Informan yang diwawancarai merupakan pihak yang 

memahami secara langsung proses implementasi kebijakan, sehingga data yang 

diperoleh diharapkan memiliki tingkat akurasi dan validitas yang tinggi. 

Selain wawancara, penelitian ini juga didukung oleh teknik pengumpulan 

data lainnya, seperti observasi dan dokumentasi. Observasi dilakukan untuk melihat 

secara langsung kondisi RTH di lapangan, termasuk pemanfaatan ruang dan 
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kesesuaian dengan rencana tata ruang yang telah ditetapkan. Sementara itu, 

dokumentasi digunakan untuk melengkapi data berupa dokumen kebijakan, laporan 

resmi, serta data statistik yang relevan dengan penelitian. Dengan 

mengombinasikan berbagai teknik pengumpulan data tersebut, diharapkan hasil 

penelitian dapat memberikan gambaran yang lebih utuh dan mendalam. 

Dalam proses analisis, penelitian ini menggunakan kerangka teori 

implementasi kebijakan yang dikemukakan oleh George C. Edwards III, yang 

menekankan empat variabel utama, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan 

struktur birokrasi. Keempat variabel ini digunakan sebagai alat analisis untuk 

menilai sejauh mana kebijakan RTRW, khususnya dalam penyediaan dan 

pengelolaan RTH, telah dilaksanakan secara efektif. Pendekatan ini memungkinkan 

peneliti untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang menjadi pendukung maupun 

penghambat dalam implementasi kebijakan. 

Lebih lanjut, penelitian ini juga mempertimbangkan aspek koordinasi 

antarinstansi sebagai faktor penting dalam keberhasilan implementasi kebijakan. 

Mengingat RTRW merupakan kebijakan lintas sektor yang melibatkan banyak 

pihak, maka tingkat koordinasi yang baik menjadi kunci dalam memastikan 

keselarasan antara perencanaan dan pelaksanaan. Kurangnya koordinasi dapat 

menyebabkan terjadinya tumpang tindih kebijakan, ketidaksesuaian pemanfaatan 

ruang, serta rendahnya efektivitas pelaksanaan kebijakan di lapangan. 

Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya bertujuan untuk 

mendeskripsikan kondisi implementasi RTRW di Kota Medan, tetapi juga untuk 

menganalisis secara kritis berbagai permasalahan yang terjadi, serta memberikan 
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pemahaman yang lebih mendalam mengenai dinamika pelaksanaan kebijakan tata 

ruang. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi baik secara 

teoritis maupun praktis, khususnya dalam pengembangan ilmu administrasi publik 

serta sebagai bahan masukan bagi pemerintah daerah dalam meningkatkan 

efektivitas pengelolaan tata ruang dan penyediaan Ruang Terbuka Hijau di Kota 

Medan. 

4.1.1  Proses Implementasi RTRW Kota Medan 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi RTRW melibatkan 

banyak aktor lintas sektor. Proses penyusunan hingga pelaksanaan melibatkan 

Bappeda sebagai leading sector, serta instansi lain seperti Dinas Lingkungan Hidup 

dan DPKPCKTR. 

Berdasarkan wawancara, informan menyatakan "RTRW ini tidak bisa 

dijalankan satu instansi saja, semua sektor terlibat, mulai dari perencanaan sampai 

pengawasan." Hal ini menunjukkan bahwa implementasi RTRW bersifat kompleks 

dan membutuhkan koordinasi yang kuat. 

Informan menyampaikan bahwa RTRW mencakup berbagai kepentingan, 

sehingga seluruh instansi terkait perlu terlibat dan memberikan data serta masukan 

sebagai bahan penyusunan. Hal ini menunjukkan bahwa implementasi RTRW 

memiliki karakter multi-aktor dan memerlukan koordinasi yang kuat antarinstansi. 

Selain itu, proses penetapan RTRW juga melalui tahapan yang cukup 

panjang, dimulai dari tahap penyusunan, dilanjutkan dengan pembahasan lintas 

sektor di tingkat pusat, kemudian memperoleh persetujuan substansi dari 



32 

 

 

 

Kementerian ATR/BPN. Setelah itu, rancangan RTRW diajukan kepada DPRD 

untuk dibahas dan disahkan menjadi Peraturan Daerah. 

4.1.2. Peran Instansi dalam Implementasi RTRW 

Dalam pelaksanaan RTRW, setiap instansi memiliki peran dan tanggung 

jawab yang berbeda sesuai dengan kewenangannya. Dinas Lingkungan Hidup 

berperan dalam penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS), yang 

menjadi salah satu persyaratan utama dalam penetapan RTRW. KLHS digunakan 

untuk menilai kesesuaian kebijakan tata ruang, termasuk pemenuhan proporsi 

Ruang Terbuka Hijau (RTH) sebesar 30%. 

Di sisi lain, Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Cipta Karya, dan 

Tata Ruang (DPKPCKTR) memiliki peran dalam pengendalian pemanfaatan ruang, 

khususnya melalui mekanisme perizinan pembangunan. Dalam proses Persetujuan 

Bangunan Gedung (PBG), pemenuhan RTH privat menjadi salah satu ketentuan 

yang wajib dipenuhi oleh pemohon. 

Adapun RTH publik merupakan tanggung jawab pemerintah daerah dalam 

penyediaan dan pengelolaannya sebagai bagian dari upaya menjaga keseimbangan 

lingkungan perkotaan. Dalam implementasinya, RTH dibagi menjadi RTH publik 

dan privat. RTH privat umumnya dipenuhi oleh pengembang melalui mekanisme 

perizinan, sedangkan RTH publik menjadi tanggung jawab pemerintah. 

Namun, berdasarkan hasil wawancara Kendala utama RTH publik itu lahan dan 

anggaran, karena pembebasan lahan mahal. Hal ini menunjukkan bahwa 

keterbatasan sumber daya menjadi hambatan utama.  
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4.1.3  Implementasi Kebijakan RTH 

Dalam implementasinya, kebijakan Ruang Terbuka Hijau (RTH) 

diklasifikasikan menjadi dua bentuk utama, yaitu RTH privat dan RTH publik, yang 

masing-masing memiliki karakteristik, mekanisme penyediaan, serta aktor 

pelaksana yang berbeda. RTH privat umumnya disediakan oleh pihak swasta, 

seperti pengembang perumahan, kawasan komersial, maupun pemilik lahan 

individu, sebagai bagian dari kewajiban pemanfaatan ruang yang telah diatur dalam 

kebijakan tata ruang. Sementara itu, RTH publik merupakan ruang terbuka yang 

disediakan dan dikelola oleh pemerintah daerah untuk kepentingan masyarakat 

luas, seperti taman kota, hutan kota, jalur hijau jalan, dan ruang publik lainnya. 

Perbedaan mendasar antara kedua jenis RTH tersebut tidak hanya terletak 

pada aktor penyedia, tetapi juga pada fungsi sosial dan tingkat aksesibilitasnya. 

RTH publik memiliki fungsi yang lebih luas sebagai ruang interaksi sosial, sarana 

rekreasi, serta penyeimbang lingkungan perkotaan, sehingga keberadaannya 

menjadi indikator penting dalam mewujudkan kota yang berkelanjutan. Di sisi lain, 

RTH privat lebih berfungsi sebagai pelengkap ekologis dalam suatu kawasan 

tertentu, meskipun tetap memberikan kontribusi terhadap kualitas lingkungan 

secara keseluruhan. 

Namun, dalam praktiknya, penyediaan RTH publik masih menghadapi 

berbagai kendala yang kompleks dan multidimensional. Salah satu permasalahan 

utama adalah keterbatasan lahan di wilayah perkotaan. Tingginya tingkat urbanisasi 

dan kebutuhan pembangunan infrastruktur serta permukiman menyebabkan 

ketersediaan lahan kosong semakin terbatas. Kondisi ini memicu persaingan 
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penggunaan lahan yang sangat tinggi, di mana kepentingan ekonomi seringkali 

lebih diutamakan dibandingkan dengan kepentingan lingkungan. 

Selain keterbatasan lahan, kendala lain yang cukup signifikan adalah 

keterbatasan anggaran pemerintah daerah. Penyediaan RTH publik tidak hanya 

membutuhkan biaya untuk pengadaan lahan, tetapi juga memerlukan anggaran 

yang cukup besar untuk pembangunan, penataan, serta pemeliharaan secara 

berkelanjutan. Proses pembebasan lahan, khususnya, menjadi salah satu tahapan 

yang paling memerlukan biaya besar. Hal ini disebabkan oleh tingginya nilai jual 

tanah di wilayah perkotaan, serta adanya tuntutan kompensasi dari masyarakat 

pemilik lahan yang harus dipenuhi oleh pemerintah. 

Proses pembebasan lahan juga seringkali menghadapi hambatan non-

finansial, seperti penolakan dari masyarakat, konflik kepentingan, serta persoalan 

administratif dan hukum. Dalam beberapa kasus, masyarakat enggan melepaskan 

lahannya karena nilai ekonomi yang terus meningkat atau karena faktor emosional 

yang berkaitan dengan kepemilikan tanah secara turun-temurun. Kondisi ini 

menunjukkan bahwa implementasi kebijakan RTH tidak hanya bersifat teknis, 

tetapi juga melibatkan aspek sosial dan politik yang cukup kompleks. 

Lebih lanjut, tantangan dalam penyediaan RTH juga berkaitan dengan 

lemahnya pengawasan terhadap kewajiban penyediaan RTH privat oleh pihak 

pengembang. Meskipun secara regulatif telah diatur bahwa setiap pengembangan 

kawasan harus menyediakan persentase tertentu untuk ruang terbuka hijau, dalam 

praktiknya masih ditemukan pelanggaran atau ketidaksesuaian dengan ketentuan 

yang berlaku. Hal ini dapat disebabkan oleh kurangnya pengawasan dari 
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pemerintah, lemahnya penegakan hukum, serta adanya kompromi antara pihak 

pengembang dan oknum tertentu. 

Di sisi lain, koordinasi antar instansi pemerintah juga menjadi faktor penting 

dalam keberhasilan implementasi kebijakan RTH. Penyediaan dan pengelolaan 

RTH melibatkan berbagai dinas, seperti dinas tata ruang, dinas lingkungan hidup, 

serta dinas pekerjaan umum. Kurangnya koordinasi yang efektif dapat 

menyebabkan tumpang tindih kebijakan, keterlambatan pelaksanaan program, serta 

tidak optimalnya pemanfaatan sumber daya yang tersedia. 

Dalam konteks implementasi kebijakan, evaluasi terhadap pelaksanaan 

Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) menjadi langkah strategis untuk 

memastikan bahwa kebijakan yang telah ditetapkan berjalan sesuai dengan tujuan 

yang diharapkan. Evaluasi RTRW umumnya dilakukan secara berkala setiap lima 

tahun, sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Evaluasi ini 

bertujuan untuk menilai tingkat kesesuaian antara rencana tata ruang dengan 

kondisi aktual di lapangan, serta mengidentifikasi berbagai kendala dan hambatan 

yang dihadapi dalam implementasinya. 

Melalui evaluasi tersebut, pemerintah dapat melakukan penyesuaian 

kebijakan berdasarkan dinamika perkembangan wilayah. Misalnya, apabila 

terdapat ketidaksesuaian antara peruntukan ruang dengan penggunaan aktual, maka 

dapat dilakukan revisi terhadap RTRW agar lebih adaptif terhadap kebutuhan 

pembangunan. Selain itu, evaluasi juga dapat menjadi dasar dalam merumuskan 

strategi peningkatan penyediaan RTH, baik melalui optimalisasi lahan yang ada 
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maupun melalui inovasi kebijakan, seperti pemanfaatan ruang vertikal atau 

pengembangan taman tematik di area terbatas. 

Lebih jauh lagi, keberhasilan implementasi kebijakan RTH juga sangat 

dipengaruhi oleh partisipasi masyarakat. Kesadaran masyarakat terhadap 

pentingnya ruang terbuka hijau masih perlu ditingkatkan, mengingat RTH memiliki 

manfaat yang sangat besar, baik dari segi ekologis, sosial, maupun ekonomi. Oleh 

karena itu, pemerintah perlu mendorong keterlibatan masyarakat dalam menjaga 

dan memanfaatkan RTH secara bijak, misalnya melalui program penghijauan, 

adopsi taman, atau kegiatan komunitas berbasis lingkungan. 

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan RTH 

merupakan proses yang kompleks dan melibatkan berbagai faktor, baik dari aspek 

sumber daya, kelembagaan, maupun sosial. Keterbatasan lahan dan anggaran 

menjadi tantangan utama yang harus dihadapi oleh pemerintah daerah, namun 

dengan perencanaan yang matang, koordinasi yang efektif, serta dukungan dari 

masyarakat, tujuan penyediaan RTH sebagai bagian dari pembangunan kota yang 

berkelanjutan tetap dapat diwujudkan secara bertahap. 

Meskipun demikian, penyediaan RTH publik masih menghadapi berbagai 

kendala, terutama terkait keterbatasan lahan dan anggaran. Proses pengadaan lahan 

memerlukan pembebasan tanah milik masyarakat, yang membutuhkan biaya cukup 

besar sehingga menjadi tantangan bagi pemerintah daerah. Selain itu, pelaksanaan 

RTRW juga dievaluasi secara berkala setiap lima tahun untuk menilai tingkat 

kesesuaian antara rencana yang telah ditetapkan dengan kondisi aktual di lapangan. 

4.1.4.  Kendala dalam Implementasi RTRW 



37 

 

 

 

Berdasarkan hasil wawancara 02 April 2026, ditemukan beberapa kendala 

utama dalam pelaksanaan kebijakan, antara lain sebagai berikut: 

1. Kurang nya pemahaman antar instansi, masih terdapat perbedaan tingkat 

pemahaman di antara instansi terkait mengenai substansi RTRW, 

sehingga dapat memengaruhi efektivitas pelaksanaannya. 

2. Belum optimalnya sosialisasi kepada masyarakat, Upaya sosialisasi 

yang telah dilakukan belum sepenuhnya mampu menjangkau dan 

dipahami oleh masyarakat secara luas, sehingga informasi terkait 

RTRW belum tersampaikan secara maksimal. 

3. Keterbatasan sumber daya, Pelaksanaan kebijakan masih menghadapi 

keterbatasan, baik dari segi sumber daya manusia maupun anggaran. 

Ketersediaan tenaga teknis di bidang tata ruang, khususnya pejabat 

fungsional, masih belum memadai untuk mendukung pelaksanaan 

secara optimal. 

4. Keterbatasan lahan, Penyediaan lahan untuk RTH publik menjadi 

tantangan tersendiri, terutama karena proses pembebasan lahan yang 

cukup sulit dan membutuhkan biaya yang besar. 
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4.1.5  Sistem Pengawasan dan Sanksi 

 Pengawasan terhadap pelaksanaan tata ruang merupakan komponen yang 

sangat penting untuk memastikan bahwa pemanfaatan ruang sesuai dengan rencana 

yang telah ditetapkan dalam kebijakan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW). 

Dalam praktiknya, sistem pengawasan yang diterapkan oleh pemerintah daerah 

bersifat administratif dan dilakukan secara bertahap. Pendekatan ini bertujuan 

untuk memberikan kesempatan kepada pihak yang melanggar agar dapat 

memperbaiki kesalahannya sebelum dikenakan tindakan yang lebih tegas. 

Berdasarkan hasil penelitian, mekanisme pengawasan dilakukan melalui 

pemberian sanksi administratif secara berjenjang, dimulai dari Surat Peringatan 

pertama (SP1), kemudian dilanjutkan dengan SP2, hingga SP3. Tahapan ini 

menunjukkan bahwa pendekatan yang digunakan pemerintah lebih menekankan 

pada upaya persuasif dan preventif sebelum beralih ke tindakan represif. Dengan 

demikian, pelanggar tidak langsung dikenakan sanksi berat, melainkan diberi 

kesempatan untuk melakukan perbaikan terlebih dahulu. 

Dalam hal ini, Surat Peringatan (SP) berfungsi sebagai alat pengendalian 

dalam pemanfaatan ruang. SP1 diberikan sebagai teguran awal terhadap 

pelanggaran yang terjadi. Jika tidak ada tindak lanjut, maka diberikan SP2 sebagai 

peringatan lanjutan yang lebih tegas. Selanjutnya, SP3 merupakan peringatan 

terakhir sebelum dilakukan penindakan oleh instansi yang berwenang. 
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Hasil wawancara menunjukkan bahwa instansi teknis seperti Dinas 

Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) hanya memiliki kewenangan dalam 

aspek administratif, yaitu memberikan peringatan serta melakukan pengawasan 

awal. Sebagaimana disampaikan oleh informan: 

“Di PUPR hanya sampai pada pemberian SP1, SP2, dan SP3. Jika setelah SP3 

masih tidak ditindaklanjuti, maka akan diserahkan kepada Satpol PP.” 

Pernyataan tersebut menunjukkan adanya pembagian tugas yang jelas 

antara instansi teknis dan instansi penegak peraturan daerah. Dalam hal ini, Satuan 

Polisi Pamong Praja (Satpol PP) berperan sebagai pihak yang melakukan tindakan 

penegakan terhadap pelanggaran yang tidak diselesaikan pada tahap administratif. 

Peran Satpol PP sangat penting dalam sistem ini karena memiliki 

kewenangan untuk melakukan tindakan tegas, seperti penghentian kegiatan 

pembangunan, pembongkaran bangunan, maupun tindakan lain sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, sistem pengawasan 

yang diterapkan tidak hanya berhenti pada tahap administratif, tetapi juga didukung 

oleh mekanisme penegakan hukum yang jelas. 

Meskipun demikian, pelaksanaan sistem pengawasan ini masih menghadapi 

berbagai kendala. Salah satu kendala utama adalah keterbatasan sumber daya 

manusia. Jumlah tenaga pengawas yang terbatas menyebabkan pengawasan belum 

dapat dilakukan secara optimal di seluruh wilayah, sehingga masih terdapat 

pelanggaran yang tidak terdeteksi secara dini. 
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Selain itu, koordinasi antar instansi juga menjadi tantangan dalam 

pelaksanaan pengawasan. Meskipun telah terdapat pembagian kewenangan antara 

PUPR dan Satpol PP, pelaksanaan di lapangan tetap memerlukan koordinasi yang 

baik agar penanganan pelanggaran dapat dilakukan secara cepat dan efektif. 

Kurangnya koordinasi dapat menyebabkan keterlambatan dalam penindakan serta 

memperbesar potensi pelanggaran. 

Faktor lain yang mempengaruhi efektivitas pengawasan adalah tingkat 

pemahaman masyarakat terhadap aturan tata ruang. Berdasarkan hasil penelitian, 

masih terdapat masyarakat dan pelaku usaha yang belum sepenuhnya memahami 

ketentuan yang berlaku, sehingga melakukan pelanggaran, baik secara sengaja 

maupun tidak. Hal ini menunjukkan bahwa pengawasan tidak hanya bergantung 

pada penegakan hukum, tetapi juga memerlukan upaya pencegahan melalui 

sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat. 

Di sisi lain, sistem sanksi administratif yang diterapkan juga memiliki 

keterbatasan, khususnya dalam menciptakan efek jera. Dalam beberapa kasus, 

pelanggar cenderung mengabaikan surat peringatan yang diberikan karena tidak 

adanya sanksi langsung yang tegas pada tahap awal. Akibatnya, penanganan 

pelanggaran seringkali baru dilakukan setelah mencapai tahap SP3, yang 

menunjukkan adanya keterlambatan dalam proses penindakan. 

Selain itu, proses penindakan oleh Satpol PP juga tidak selalu berjalan 

lancar. Tindakan seperti pembongkaran bangunan seringkali menimbulkan 

penolakan dari masyarakat dan berpotensi memicu konflik sosial. Oleh karena itu, 
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diperlukan pendekatan yang bijaksana dan humanis dalam pelaksanaan penegakan 

hukum agar tidak menimbulkan dampak sosial yang lebih luas. 

Dalam perspektif implementasi kebijakan, sistem pengawasan dan sanksi 

ini menunjukkan adanya upaya pemerintah dalam menegakkan aturan tata ruang 

secara bertahap dan sistematis. Namun, untuk meningkatkan efektivitasnya, 

diperlukan perbaikan pada beberapa aspek, seperti peningkatan jumlah dan kualitas 

sumber daya manusia, penguatan koordinasi antar instansi, serta peningkatan 

sosialisasi kepada masyarakat. 

Selain itu, pemanfaatan teknologi informasi dapat menjadi alternatif untuk 

meningkatkan efektivitas pengawasan. Misalnya, penggunaan sistem pemantauan 

berbasis digital atau Geographic Information System (GIS) dapat membantu 

pemerintah dalam memantau pemanfaatan ruang secara lebih akurat dan real-time. 

Dengan demikian, pelanggaran dapat dideteksi lebih awal dan ditangani dengan 

lebih cepat. 

Secara keseluruhan, dapat disimpulkan bahwa sistem pengawasan dan sanksi 

dalam pelaksanaan tata ruang telah memiliki mekanisme yang jelas dan terstruktur. 

Namun, dalam pelaksanaannya masih terdapat berbagai kendala yang perlu diatasi. 

Oleh karena itu, diperlukan upaya perbaikan secara berkelanjutan agar sistem 

pengawasan tersebut dapat berjalan lebih efektif dalam mewujudkan tertib tata 

ruang sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 

4.2. Pembahasan 

Analisis terhadap hasil penelitian ini didasarkan pada teori implementasi 

kebijakan yang dikemukakan oleh George C. Edwards III, yang mencakup empat 
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variabel utama, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. 

Keempat variabel tersebut digunakan sebagai kerangka analisis untuk memahami 

sejauh mana kebijakan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Medan dapat 

diimplementasikan secara efektif di lapangan, khususnya dalam penyediaan dan 

pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH). 

Dalam perspektif teori ini, implementasi kebijakan tidak hanya dipengaruhi 

oleh kualitas peraturan yang telah dirumuskan, tetapi juga oleh bagaimana 

kebijakan tersebut diterjemahkan dan dilaksanakan oleh para aktor yang terlibat. 

Variabel komunikasi berperan penting dalam memastikan bahwa isi kebijakan 

dapat dipahami secara jelas oleh pelaksana maupun masyarakat. Tanpa komunikasi 

yang efektif, kebijakan berpotensi mengalami distorsi dalam pelaksanaannya. 

Selanjutnya, variabel sumber daya menjadi faktor penentu dalam mendukung 

operasionalisasi kebijakan, baik dari segi anggaran, sumber daya manusia, maupun 

sarana dan prasarana yang tersedia. 

Di sisi lain, disposisi atau sikap pelaksana mencerminkan tingkat komitmen, 

integritas, dan kesediaan para pelaksana kebijakan dalam menjalankan aturan yang 

telah ditetapkan. Sikap yang positif akan mendorong implementasi yang konsisten, 

sedangkan sikap yang kurang mendukung dapat menjadi hambatan tersendiri. 

Adapun struktur birokrasi berkaitan dengan mekanisme organisasi, pembagian 

tugas, serta pola koordinasi antarinstansi yang terlibat dalam pelaksanaan 

kebijakan. Struktur birokrasi yang jelas dan terintegrasi akan mempermudah proses 

implementasi, sementara struktur yang kompleks tanpa koordinasi yang baik justru 

dapat memperlambat pelaksanaan kebijakan. 
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Dengan menggunakan keempat variabel tersebut sebagai alat analisis, 

penelitian ini berupaya mengidentifikasi hubungan antara faktor-faktor 

implementasi kebijakan dengan kondisi nyata di lapangan. Pendekatan ini 

memungkinkan peneliti untuk tidak hanya melihat hasil akhir dari kebijakan 

RTRW, tetapi juga memahami proses yang terjadi di baliknya, termasuk berbagai 

kendala dan tantangan yang dihadapi oleh pemerintah daerah dalam mewujudkan 

tujuan kebijakan. Oleh karena itu, teori ini dinilai relevan dan mampu memberikan 

kerangka analisis yang komprehensif dalam mengkaji implementasi RTRW di Kota 

Medan secara lebih mendalam. 

4.2.1. Komunikasi 

Berdasarkan hasil penelitian, komunikasi dalam pelaksanaan kebijakan 

RTRW masih belum berjalan secara optimal. Meskipun kegiatan sosialisasi telah 

dilakukan, penyebaran informasi dinilai masih terbatas sehingga belum dapat 

menjangkau seluruh lapisan masyarakat secara merata. Kondisi ini menunjukkan 

adanya kendala dalam proses penyampaian kebijakan, di mana informasi yang 

disampaikan belum sepenuhnya diterima oleh seluruh pemangku kepentingan. 

Selain itu, masih rendahnya tingkat pemahaman antarinstansi juga mengindikasikan 

bahwa komunikasi internal belum berlangsung secara efektif. 

4.2.2. Sumber Daya 

Sumber daya merupakan salah satu faktor utama yang menghambat 

pelaksanaan RTRW. Beberapa keterbatasan yang dihadapi meliputi terbatasnya 

anggaran untuk pembebasan lahan, kurangnya tenaga teknis di bidang tata ruang, 

serta keterbatasan ketersediaan lahan. Kondisi tersebut berdampak pada belum 
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optimalnya pencapaian target Ruang Terbuka Hijau (RTH) sesuai dengan yang 

telah direncanakan. 

4.2.3. Disposisi 

Secara umum, para pelaksana kebijakan menunjukkan tingkat komitmen 

yang cukup baik dalam menjalankan RTRW. Hal ini tercermin dari adanya sistem 

perizinan yang mensyaratkan pemenuhan RTH privat, serta penerapan mekanisme 

pengawasan terhadap pemanfaatan ruang. Meskipun demikian, pelaksanaan 

kebijakan belum sepenuhnya konsisten. Kondisi ini dipengaruhi oleh berbagai 

faktor eksternal, seperti meningkatnya tekanan pembangunan dan adanya 

kepentingan ekonomi yang turut memengaruhi pengambilan keputusan. 

4.2.4. Struktur Birokrasi 

Struktur birokrasi dalam implementasi RTRW tergolong kompleks karena 

melibatkan berbagai instansi dengan peran dan kewenangan yang berbeda. Dari sisi 

positif, pembagian tugas antar instansi sudah relatif jelas, sehingga masing-masing 

pihak memiliki tanggung jawab yang terdefinisi. Selain itu, telah tersedia 

mekanisme koordinasi lintas sektor yang dirancang untuk mendukung keterpaduan 

pelaksanaan kebijakan. 

Namun demikian, dalam praktiknya masih terdapat sejumlah kendala. 

Koordinasi antar instansi belum berjalan secara optimal, yang ditandai dengan 

kurangnya sinkronisasi dalam perencanaan maupun pelaksanaan program. Di 

samping itu, masih muncul ego sektoral, di mana masing-masing instansi 

cenderung lebih mengutamakan kepentingan dan prioritasnya sendiri dibandingkan 

dengan tujuan bersama. 
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Kondisi tersebut berdampak pada terhambatnya proses implementasi 

kebijakan RTRW di lapangan. Ketidakefisienan koordinasi dan kuatnya ego 

sektoral dapat menyebabkan keterlambatan dalam pengambilan keputusan, 

tumpang tindih kebijakan, serta kurang maksimalnya pencapaian target penataan 

ruang yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, diperlukan penguatan koordinasi 

lintas sektor dan peningkatan integrasi antar instansi agar implementasi RTRW 

dapat berjalan lebih efektif dan efisien. 

4.2.5 Analisis Faktor Dominan 

Berdasarkan hasil analisis terhadap keempat variabel dalam model 

implementasi kebijakan, dapat diketahui bahwa faktor yang paling berpengaruh 

dalam pelaksanaan RTRW di Kota Medan adalah aspek sumber daya dan 

koordinasi antarinstansi. Kedua faktor ini memiliki peran yang sangat menentukan 

dalam mendukung maupun menghambat keberhasilan implementasi kebijakan di 

lapangan. 

Keterbatasan sumber daya, baik dalam bentuk anggaran, ketersediaan lahan, 

maupun tenaga teknis, menjadi hambatan utama yang secara langsung 

mempengaruhi pelaksanaan program, khususnya dalam penyediaan Ruang Terbuka 

Hijau (RTH). Tanpa dukungan sumber daya yang memadai, kebijakan yang telah 

dirancang dengan baik cenderung sulit direalisasikan secara optimal. Kondisi ini 

semakin diperparah oleh tingginya kebutuhan lahan di wilayah perkotaan, yang 

menyebabkan pemerintah menghadapi kesulitan dalam melakukan pengadaan 

lahan untuk RTH publik. 
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Di sisi lain, aspek koordinasi antarinstansi juga menjadi faktor krusial yang 

belum berjalan secara maksimal. Mengingat implementasi RTRW melibatkan 

banyak lembaga dengan kewenangan yang berbeda, maka diperlukan sinergi dan 

komunikasi yang efektif agar pelaksanaan kebijakan dapat berjalan selaras. Namun, 

dalam praktiknya masih ditemukan adanya ego sektoral, perbedaan pemahaman, 

serta kurangnya integrasi antarinstansi, yang pada akhirnya menghambat efektivitas 

implementasi kebijakan. 

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa permasalahan utama dalam 

implementasi RTRW tidak hanya terletak pada aspek teknis, tetapi juga pada aspek 

kelembagaan. 
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BAB V 

PENUTUP 

5.1 Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai implementasi 

Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah 

(RTRW) Kota Medan, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan kebijakan tersebut 

belum berjalan secara optimal, khususnya dalam pencapaian target Ruang Terbuka 

Hijau (RTH). Hal ini merupakan hasil dari interaksi berbagai faktor yang saling 

berkaitan dalam proses implementasi kebijakan. 

Dari aspek komunikasi, ditemukan bahwa penyampaian kebijakan belum 

sepenuhnya efektif. Masih terdapat perbedaan pemahaman antarinstansi serta 

keterbatasan dalam sosialisasi kepada masyarakat. Kondisi ini menunjukkan bahwa 

proses transmisi informasi belum berjalan secara konsisten dan menyeluruh, 

sehingga berdampak pada ketidaksinkronan dalam pelaksanaan kebijakan di 

lapangan. 

Dari sisi sumber daya, keterbatasan anggaran, lahan, serta tenaga teknis 

menjadi kendala utama yang secara signifikan mempengaruhi implementasi 

RTRW. Tingginya kebutuhan lahan di wilayah perkotaan, disertai dengan 

mahalnya biaya pembebasan lahan, menyebabkan pemerintah mengalami kesulitan 

dalam merealisasikan penyediaan RTH publik sesuai target yang telah ditetapkan. 

Hal ini menegaskan bahwa keberhasilan kebijakan sangat bergantung pada 

ketersediaan sumber daya yang memadai. 
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Sementara itu, dari aspek disposisi atau sikap pelaksana, secara umum 

terdapat komitmen yang cukup baik dalam menjalankan kebijakan. Namun 

demikian, dalam praktiknya masih ditemukan ketidakkonsistenan, terutama dalam 

pengawasan terhadap pelanggaran tata ruang. Hal ini menunjukkan bahwa 

komitmen yang ada belum sepenuhnya diikuti dengan tindakan yang tegas dan 

berkelanjutan. 

Dari aspek struktur birokrasi, kompleksitas kelembagaan yang melibatkan 

banyak instansi menyebabkan proses koordinasi menjadi kurang efektif. Kurangnya 

integrasi dan sinergi antarinstansi mengakibatkan terjadinya tumpang tindih 

kebijakan serta keterlambatan dalam pelaksanaan program. Hal ini memperlihatkan 

bahwa struktur birokrasi yang belum optimal turut menjadi faktor penghambat 

implementasi kebijakan. 

Secara keseluruhan, hasil analisis menunjukkan bahwa faktor yang paling 

dominan dalam mempengaruhi implementasi RTRW di Kota Medan adalah 

keterbatasan sumber daya dan lemahnya koordinasi antarinstansi. Kedua faktor ini 

tidak hanya berdampak secara langsung terhadap pelaksanaan program, tetapi juga 

memperkuat hambatan pada aspek lainnya, seperti komunikasi dan efektivitas 

pengawasan. 

Dengan demikian, dapat ditegaskan bahwa implementasi RTRW di Kota 

Medan masih memerlukan perbaikan secara menyeluruh, baik dari segi teknis 

maupun kelembagaan. Upaya peningkatan kapasitas sumber daya, penguatan 

koordinasi lintas sektor, serta perbaikan sistem komunikasi kebijakan menjadi 

langkah penting yang perlu dilakukan agar tujuan kebijakan, khususnya dalam 
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mewujudkan proporsi RTH yang ideal, dapat tercapai secara lebih efektif dan 

berkelanjutan. 

5.2  Saran 

Pemerintah Kota Medan perlu meningkatkan kapasitas sumber daya, 

khususnya dalam hal anggaran dan penyediaan lahan untuk mendukung pencapaian 

target Ruang Terbuka Hijau (RTH). Upaya yang dapat dilakukan antara lain melalui 

optimalisasi pemanfaatan lahan milik pemerintah, kerja sama dengan pihak swasta, 

serta penguatan kebijakan insentif bagi pengembang agar berkontribusi dalam 

penyediaan RTH. Selain itu, pemerintah juga perlu memperkuat koordinasi 

antarinstansi yang terlibat dalam implementasi RTRW. Hal ini dapat dilakukan 

melalui pembentukan forum koordinasi lintas sektor yang lebih terstruktur dan 

berkelanjutan, sehingga setiap instansi memiliki pemahaman yang sama serta dapat 

menjalankan tugasnya secara sinergis. 

Instansi pelaksana, seperti dinas terkait, perlu meningkatkan efektivitas 

komunikasi kebijakan, baik secara internal maupun kepada masyarakat. Sosialisasi 

mengenai pentingnya RTRW dan RTH perlu dilakukan secara lebih intensif dan 

berkelanjutan agar tercipta pemahaman yang merata. Di samping itu, pengawasan 

terhadap pelanggaran tata ruang perlu diperkuat dengan menerapkan penegakan 

aturan yang lebih tegas dan konsisten. Hal ini penting untuk menciptakan efek jera 

serta meningkatkan kepatuhan terhadap kebijakan yang telah ditetapkan. 

Masyarakat dan pihak swasta diharapkan dapat berperan aktif dalam 

mendukung implementasi RTRW, khususnya dalam menjaga dan menyediakan 

ruang terbuka hijau. Kesadaran dan partisipasi masyarakat menjadi faktor penting 
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dalam keberhasilan kebijakan tata ruang. Pengembang juga diharapkan dapat 

mematuhi ketentuan yang berlaku, terutama terkait kewajiban penyediaan RTH 

privat, sehingga dapat membantu pemerintah dalam mencapai target RTH secara 

keseluruhan. 

Penelitian ini masih memiliki keterbatasan, terutama dalam lingkup dan 

kedalaman data. Oleh karena itu, peneliti selanjutnya disarankan untuk mengkaji 

implementasi RTRW dengan pendekatan yang lebih luas, misalnya dengan 

menambahkan variabel lain atau menggunakan metode kuantitatif untuk mengukur 

tingkat keberhasilan implementasi secara lebih terukur. Selain itu, penelitian 

selanjutnya juga dapat mengkaji secara lebih spesifik mengenai strategi 

peningkatan RTH di wilayah perkotaan, sehingga dapat memberikan rekomendasi 

kebijakan yang lebih aplikatif. 
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